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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai badan 
atau pejabat pemerintah berwenang dikategorikan bertindak 
sewenang-wenang karena mengeluarkan kebijakan melalui izin 
lingkungan yang baru bertentangan dengan putusan Mahkamah 
Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Di dalam diktum putusan 
tersebut tidak diperintahkan untuk menerbitkan izin baru 
melainkan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan Mewajibkan kepada 
Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 
tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen 
Indonesia. 
2. Izin lingkungan terbaru yang diterbitkan melalui Surat Keputusan 
660.1/6 2017 dianggap tidak sah dan ilegal karena berdasarkan 






Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak ada perintah untuk memperbaharui 
izin tersebut. 
3. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah melakukan 
berbagai upaya sehingga tidak menjunjung tinggi asas legalitas dan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga persoalan ini 
hanya memandang dari segi ekonomi dan politisnya saja dalam 





B. Saran  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam kasus PT Semen Indonesia di kabupaten Rembang  hanya 
akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang 
berpatokan kepada hukum. Bukan menyelesaikannya berdasarkan 
pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi. Bahwa persoalan 
izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah 
merupakan bagian dari instrumen hukum sehingga dapat diselesai 
melalui proses hukum juga. Dalam hal ini Presiden sebagai puncak 






daerah yang mengeluarkan kebijakan tidak mempertimbangkan 
segala aspek. 
2. Pemerintah daerah hendaknya tidak membatasi hak-hak 
masyarakat untuk berperan aktif didalam mengontrol kebijakan 
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